
 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 47 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGENAAN  
SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG PERLINDUNGAN DAN  

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA  
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 76 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati berwenang 
melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan 
mengenakan sanksi administratif; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam 
melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif 
Bupati dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup 
Kabupaten; 

c. bahwa untuk pengenaan sanksi administratif perlu 
mendelegasikan sebagian kewenangan pengenaan sanksi 
administratif bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Sukoharjo;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati  tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengenaan 
Sanksi Administratif Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sukoharjo; 

 

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun 2012  tentang  Izin  
Lingkungan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012  
Nomor  48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5285); 

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran  Daerah  
Provinsi   Jawa  Tengah Tahun  Nomor  2007  Nomor  5  seri  E  
nomor  2,  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 4); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan 
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Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 215); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN 
KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG 
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN 
SUKOHARJO. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sukoharjo.  

5. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum 
administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah 
dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang 
dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.  

6. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang 
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal 
atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin 
usaha dan/atau kegiatan.  

7. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah 
izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha 
dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah 
bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun 
dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup 
dan/atau kesehatan manusia.  
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8. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut 
Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk 
mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan 
yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan 
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

9. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya 
disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  

10. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah 
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  

 
 

BAB II 
TUJUAN SANKSI ADMINISTRATIF  

 

Pasal 2  
 

Sanksi Administratif bertujuan untuk : 

a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau 
perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan; 

b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup; 

c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan 

d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan 
ketentuan dalam izin lingkungan. 

 
BAB III 

SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Pasal 3 
 

Bupati mengenakan Sanksi Administratif kepada penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan 
pelanggaran terhadap : 

a. Izin Lingkungan; dan/atau 

b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
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Pasal 4 
 

(1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
terdiri atas: 

a. teguran tertulis; 

b. paksaan pemerintah; 

c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 

d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan 
kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum 
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 

(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dikenakan apabila penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan: 

a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban 
yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau 

b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup. 

(4) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dikenakan apabila penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan: 

a.  tidak melaksanakan paksaan pemerintah; 

b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam 
Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan; dan/atau 

c.  dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan 
dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. 

(5) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dikenakan apabila penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan: 

a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa 
persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; 

b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan 
pemerintah yang telah dikenakan dalam waktu tertentu; 
dan/atau 

c.  telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan 
dan kesehatan manusia. 
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BAB IV 
PENDELEGASIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 5 
 

Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan pengenaan Sanksi 
Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan 
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada 
Kepala Badan Lingkungan Hidup meliputi : 

a. teguran tertulis terhadap pelanggaran Izin Lingkungan bagi 
usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal yang keputusan 
kelayakan lingkungan hidupnya diterbitkan oleh Bupati; 

b. teguran tertulis terhadap pelanggaran Izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Bupati; 
dan 

c. sanksi administratif terhadap pelanggaran Izin lingkungan 
bagi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL UPL yang 
rekomendasinya diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan 
Hidup. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

 
 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 3 Nopember 2014 

 
BUPATI SUKOHARJO, 

 
               ttd 
 

WARDOYO WIJAYA 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  3 Nopember 2014 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 
           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2014 NOMOR 275 
 

 


